
 

 

  

 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR  37  TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 5 

TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN                            
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 
 

Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah 
satu bentuk penghargaan kepada pegawai yang memiliki 

dasar hukum dan sesuai kemampuan keuangan daerah 
yang diberikan secara bertahap sesuai kelas jabatan masing-

masing pegawai; 
  b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan 
Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 

Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan pemberian 
tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di 

lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala 
Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng 

Rappang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4287) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6736);  

SALINAN 



 

 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 
 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 6); 



 

 

 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 

2019 Nomor 5); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI 

SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 
Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di 
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 

Tahun 2022 Nomor 5), diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai 
berikut: 

(1) Penerima TPP diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah. 
(2) Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi 

PNS Guru karena mendapat tunjangan sertifikasi dan tenaga kesehatan 

penerima jasa medik. 
(3) Tenaga kesehatan penerima jasa medik sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (2) dapat menerima TPP bagi yang bertugas pada lingkup Dinas 
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta UPTD 

Laboratorium Kesehatan Daerah yang mendapatkan tugas tambahan 
sebagai bendahara dan pengurus barang aset, yang dibuktikan dengan 
Surat Keputusan Bupati atau Kepala Dinas. 

(4) Tenaga kesehatan selain yang dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan 
tambahan penghasilan lain sesuai besaran sebagaimana dalam lampiran 

Keputusan Bupati ini. 
 

2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 ditambahkan Pasal 12A yang berbunyi 
sebagai berikut : 

 
Pasal 12A 

 

CPNS dapat diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai 
besaran yang diterima sesuai kelas jabatan dan mulai berlaku sejak bulan 

april 2022. 
 

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 18 

 
Pengurangan tambahan penghasilan diberlakukan kepada: 

a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan 
pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut: 



 

 

 

1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;  
2. sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS 

yang tidak masuk kerja tanpan alas an yang sah secara kumulatif selama 
11 (sebelas) hari sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) 

Tahun; 
3. sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS 

yang tidak masuk kerja tanpan alas an yang sah secara kumulatif selama 

14 (empat sebelas) hari sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 
(satu) Tahun; 

4. sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi 
PNS yang tidak masuk kerja tanpan alas an yang sah secara kumulatif 

selama 17  (tujuh sebelas) hari sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja 
dalam 1 (satu) Tahun; 

5. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan 

tidak masuk kerja. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng 

Rappang.    
                                                            
 

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  

pada tanggal,  6 Juli 2022                  

 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,  
 

         ttd 
 

 
                DOLLAH MANDO 

 
Diundangkan di Pangkajene Sidenreng 

pada tanggal,  6 Juli 2022       
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, 
 
        ttd 

 

 

              SUDIRMAN BUNGI 

 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022 NOMOR 

37 
Salinan sesuai dengan aslinya 

       Sekretariat Daerah Kabupaten 

           Kepala Bagian Hukum  

 

 A  KAIMAL,SH 



 

 

 

 


